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BAB II
TINJAUAN UMUM
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta 
Perkembangan hak cipta dengan adanya Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi pencipta karya cipta. Selain itu hak cipta juga dapat dijadikan sebagai obyek jaminan utang piutang. Hal ini menunjukan bahwa hak cipta sekarang ini sangat bermanfaat bagi pencipta karya cipta karena hasil ciptaan dapat digunakan sebagai agunan dalam memperoleh utang. 
Ketentuan mengenai hak cipta dapat dijadikan sebagai Jaminan utang piutang tertuang dalam Pasal 16 ayat 3 UU Hak Cipta. Hal ini tentunya sangat berarti pencipta karya cipta dapat mengakses kredit dengan cara menjaminkan karya ciptaanya kedalam jaminan utang piutang.
1. Pengertian Hak Cipta 
Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan".Hak  cipta  dapat  juga  memungkinkan  pemegang  hak  tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan.Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.
 umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.  Selain itu Hak Cipta Menurut UUHC 2014 Pasal 1 angka 1 menyebutkan:
“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.”
Dari pengertian Hak Cipta diatas, terdapat beberapa prinsip penting mengenai Hak Cipta, yaitu:

a). Hak Cipta melindungi perwujudan ide. Perwujudan ide merupakan titik sentral dari perlindungan Hak Cipta. Perwujudan ide bisa berbentuk sesuatu yang dapat dibaca, didengar, maupun dilihat yang dalam istilah asing disebut sebagai fixation. Misalnya, sebuah ide pembuatan buku bukanlah objek Hak Cipta sampai ide tersebut diwujudkan dalam penulisan sebuah buku yang dapat di baca oleh orang lain.
2. Hak Cipta dalam Hukum Islam 
Istilalh halq-ul-ibtikalr dallalm khalzalnalh ekonomi islalm modern merupalkaln sebualh ralngkalialn kaltal yalng terdiri dalri kaltal “ Halq “ daln “All-lbtikalr”. “Halq” dalpalt dialrtikaln sebalgali kekhususaln yalng dimiliki oleh seseoralng altalu sekelompok oralng altalu sesualtu kalryal ciptal yalng balru diciptalkaln (all-ibtikalr). Sementalral ibtikalr mempunyali malknal menciptalkaln. Jikal demikialn Halq All-ibtikalr dalpalt didefinisikaln sebalgali sualtu halk istimewalh altals  sualtu ciptaan yalng pertama kali diciptakan.  Pembahasan Haq ibtikalr dapat dilacak dallalm fiqih kontemporer.
 
B. Tinjauan Umum tentang Jaminan 
1. Pengertian Jaminan 
Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.
Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan.
Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga pasar pada saat itu). Dengan kata lain, nasabah kadangkadang menaksir barang-barang yang digunakannya diatas harga yang sesungguhnya. Penilaian yang terlalu tinggi bisa berakibat lembaga keuangan berada pada posisi yang lemah.jika likuiditas/penjualan barang agunan tidak dapat dihindarkan, keadaan tersebut dapat membawa lembaga keuangan kepada kerugian karena hasil penjualan agunan biasanya akan lebih rendah dari pada harga semula maupun harga pasar pada saat agunan akan dijual sehingga tidak dapat menutupi kewajiban nasabah lembaga keuangan.

2. Jenis-Jenis Jaminan 
Jaminan berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 2, yaitu : 
1) Jaminan kebendaan Jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan,yang diberikan dengan cara pemisah bagian dari harta kekayaan baik dari debitur kepada pihak kreditur,apabila debitur yang bersangkutan cedera janji. 
Jaminan kebendaan terdiri dari:
a. Kebendaan berwujud yang terbagi menjadi :
a) Benda bergerak seperti logam mulia, kendaraan, deposito, persediaan barang, dan mesin. 
b) Benda tidak bergerak, seperti tanah/bangunan.
b. Kebendaan tak berwujud 
misalnya hak tagih, yaitu suatu piutang atau tagihan yang dimiliki oleh debitur terhadap orang atau pihak lain, yang dalam jangka waktu tersebut piutang akan dibayar kepada debitur, yang saat ini telah dialihkan kepada kreditur hak tagihnya. 
1) Jaminan penanggungan Jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh perorangan atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila pihak debitur yang bersangkutan cedera janji Jaminan penanggungan terdiri dari jaminan perorangan/pribadi dan badan hukum. 
Jaminan berdasarkan nilainya, ada dua aspek yang diperlukan dalam melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan, yaitu: 
1. Nilai ekonomis Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai ekonomis adalah: 
a. Dapat diperjualbelikan secara umum, luas dan bebas. 
b. Lebih besar dari nilai plafon kredit yang diberikan.
c. Mudah dipasarkan atau dijual tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran. d. Nilai jaminan stabil dan memiliki kemungkinan mengalami kenaikan nilai dikemudian hari.
d. Lokasi jaminan strategis dan kondisi jaminan dalam keadaan baik.
e. Fisik jaminan jaminan tidak mudah rusak, lusuh, ketinggalan jaman
f. Memiliki manfaat ekonomis dalam jangka waktu relatif lama. 
2. Nilai yuridis 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai yuridis adalah: 
a. Jaminan merupakan milik debitur yang bersangkutan. 
b. Ada dalam kekuasaan debitur.
c. Tidak dalam persengketaan dengan pihak lain. 
d. Memiliki bukti-bukti kepemilikan/sertifikat atas nama debitur bersangkutan dan masih berlaku. 
e. Bukti-bukti kepemilikan bisa diikat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 
f. Tidak sedang dijaminkan ke pihak lain.

3. Sistem penilaian jaminan 
Penilaian jaminan adalah tanggung jawab pejabat-pejabat pembiayaan (Account Oficer). Namun dalam rangka melaksanakan dual contro, jika dianggap perlu, maka dapat ditugaskan unit kerja lain (Loan Officer) untuk ikut serta menilai kewajaran nilai transaksi barang jaminan. Nilai jaminan merupakan nilai aktivat yang dipergunakan sebagai jaminan untuk pinjaman ataupun jenis-jenis kredit lain.nilai jaminan umumnya dipertimbangkan sebagai jumlah maksimum kredit yang dapat diberikan terhadap penggadaian aktiva tersebut.
Dengan mengingat posisi mereka sendiri, kreditor biasanya menetapkan nilai jaminan yang lebih rendah dari nilai pasarnya. Ini dilakukan untuk menyediakan pengamanan bila terjadi keadaan tidak dapat membayar, dan masing-masing kreditor akan menentukan besar penyesuaian penurunan harga pasar yang ada. Bilamana tidak ada nilai pasar yang tidak dapat diestimasikan, nilai jaminan ditentukan berdasarkan pertimbangan semata-mata, dengan kreditor berada diposisi yang bisa menentukan margin pengaman sebesar mungkin yang dianggap baik dalam situasi tertentu.
Jaminan utama pinjaman adalah kelayakan dari usaha itu sendiri, sedangkan jaminan tambahan ada dua yaitu jaminan material dan non material. Jaminan material berupa sertifikat tanah, BPKB , sertifikat deposito dan bukti pemilikan lainnya. Sedangkan jaminan non material berupa personal guarantie dan corporate guarantie. Untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti pemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti pemilikan dan orang yang menjaminkan. Hal ini diperlukan untuk menghindari gugutan oleh pemilik jaminan yang sah.

4. Kegunaan Jaminan
Kegunaan jaminan adalah untuk: 
a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. 
b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurangkurangnya untuk berbuat demikian dapat diperkecil. 
c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujuhi agar debitur dan atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.

5. Jaminan dalam Islam 
Konsep  jaminan  dalam  Islam  telah  diperkenalkan  sejak  awal Islam lahir. Nabi Muhammad sendiri mempraktikkan jaminan utang- piutang. Jaminan dapat berupa benda atau orang. 
Jaminan dalam bentuk benda  sering  disebut  dengan  rahn,  dan  jaminan  dalam  bentuk  orang disebut kafalah. Meski sebagian ulama memasukkan berbagai bentuk jaminan, benda atau orang, termasuk dalam kafalah. Penjaminan dalan bentuk Kafalah bisa dilakukan dengan model Jaminan Harta ( Kafalah bi al- mal) dan jaminan orang/lembaga (kafalah bi al-nafs). Secara finansial atau   kelembagaan   bank   menjamin   pihak   yang   mengajukan   jasa penjaminan tersebut.
Jaminan Utang Piutang lebih dekat kesamaannya dengan jaminan dalam bentuk rahn. Secara bahasa “Rahn berarti tetap, langgeng, dan menahan. Secara istilah, rahn adalah menahan sesuatu dengan cara benar dengan tujuan pemenuhan kewajiban pembayaran utang bagi pihak yang berutang”.
 
Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa rahn yaitu menjadikan sesuatu aset sebagai jaminan kepada pembiayaan atau pinjaman, agar pembiayaan atau pinjaman tersebut dapat dilunasi dengan nilai aset pembiayaan atau jaminan tersebut tatkala penerima biaya atau peminjam tidak mampu melunaskan obligasinya. Jaminan (rahn) diberlakukan  dalam  rangka   memastikan  dan  memberikan  dorongan kepada nasabah  yang  berutang  agar  melunasi utangnya  sesuai dengan jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan  dan  menghindari  perbuatan  yang dapat merugikan pihak yang memberikan utang (moral hazard).
C. Tinjauan Umum tentang Utang Piutang 
1. Utang Piutang dalam Islam
1. Pengertian Utang Piutang
Dalam Islam hutang piutang dikenal dengan istilah Al-Qardh, secara etimologis kata Al-Qardh berarti Al-Qath‟u yang berarti potongan.Dengan demikian Al-Qardh dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang yang memberikan hutang.
 Hutang Piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangkannya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan. Untuk menghindarkan dari hal- hal yang tidak diinginkan dalam utang-piutang. 

Adapun secara etimologis qardh merupakan bentuk masdar dari qaradha asy-syai‟–yaqridhu, yang berarti dia memutuskannya.Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutukan .Dikatakan, qaradhu asysyai‟a bil-miqradh, atau memutus sesuatu dengan gunting al- qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.
 Dengan kata lain, Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, Al-Qardh dikatagorikan dalam aqad tathawwu‟I atau aqad saling membantu dan bukan transaksi komersial.
 Objek dari pinjaman qaradh biasanya adalah utang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika pinjaman mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.

Secara termologi syara‟ ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikannya 
 
a. Menurut Hanafiyah hutang piutang adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma. 
b. Menurut Malikiyah hutang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan imbalan. 
c. Menurut Imam Syafi‟i, Hutang piutang dalam arti bahasa (etimologi) berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah (terminology) adalah sesuatu yang diutangkan dan disebut juga dengan iqrad atau salaf, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa (sama).

d. Menurut Hanabilah Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suaru zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lain. 
e. Menurut Ibnu Rif‟ah Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan. 
Adapun Qardh diperbolehkan dengan dua syarat, antara lain: 
a. Tidak mendatangkan keuntungan jika keuntungan tersebut untuk pemilik barang/pemberi pinjaman (muqridh). Maka para ulama sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan karena ada larangan dari syari‟at dan karena sudah keluar dari jalur kebijakan, jika untuk peminjam (muqridh) maka diperbolehkan. Jika untuk mereka berdua tidak diperbolehkan kecuali sangat dibutuhkan. 
b. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak peminjam (muqtaridh) karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sebagaimana diperbolehkan jika antara muqridh dan muqtaridh ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah bukan karena hutang tersebut. 
Selain itu akad dari hutang piutang adalah akad yang bercorak ta‟awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hutang piutang disaran kan agar mempertimbangkan antar manfaat dan mudharat serta pemberian serta penangguhan waktu bagi peminjam agar dapat membayar hutangnya atau jika tetap tidak membayarkan hutangnya maka lebih baik hutang tersebut direlakan untuk tidak dibayarkan oleh peminjam.  .

2. Dasar Hukum Utang Piutang 
Utang piutang pada dasarnya hukumnya sunnah, tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berutang sangat membutuhkannya,sehingga utang piutang sering diidentikkan dengan tolong menolong.
Segala amal perbuatan manusia, tingkat laku dan tutur kata tidak dapat lepas dari ketentuan hukum syari‟at, baik hukum syari‟at yang tercantum dalam Al-Quran maupun As-Sunnah: 

a. Dasar hukum qard yang tercantum dalam Al-quran yaitu: Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah 245 
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Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah,
pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka
Allah akan meperlipat gandakan pembayaran lepadanya dengan
lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan
melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan





Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. ( Al-Baqarah (2) :245) 
Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT merupakan amal saleh dan memberi infaq fisabilillah dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya. 
b. Dasar hukum qardh yang bersumber dari dalil ijma yaitu bahwa semua kaum muslim telah sepakat dibolehkannya hutang piutang. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan yang ia butuhkan. Oleh karena itu hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini.
c. Berdasarkan hadis Hadis ialah seluruh yang diumumkan langsung dari Nabi SAW baik berupa sabda, perbuatan, taqrir, sifat-sifat maupun hal ihwal.
 Hadis adalah sumber kedua setelah Al-Qur‟an, di dalam hadis juga disebutkan mengenai dasar hukum utang piutang antara lain:  Artinya: barang siapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan tujuan akan membayarnya maka allah akan tunaikan untuknya, dan barang siapa mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak melunasinya) maka allah akan membinasakannya . (HR Al-Bukhari no. 2387)
 
Dari hadis di atas mampu dijelaskan bahwasannya hutang piutang itu dibenarkan dan disahkan. Allah SWT akan membagikan balasan berlipat–lipat untuk seorang yang ingin memberikan hutang terhadap saudaranya yang menginginkan pertolongannya, dan untuk orang yang berhutang dengan niat yang baik maka Allah pun akan menolongnya sampai hutang tersebut terbayarkan. Para ulama sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan hutang piutang, kesempatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. 
d. Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSM-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 yang menetapkan bahwa:
1. ketentuan Umum al-Qardh 
a) Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. 
b) Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. 
c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. 19 alqardh 3 Dewan Syariah Nasional MUI. 
d) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. 
e) Nasabah al-qaradh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat : 
1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
2) Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. 
2. Sanksi
a) Dalam hal nasabah tidak menunjukan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. 
b) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. 
c) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh. 
3. sumber dana Al-Qardh dapat bersumber dari :
a) Bagian Modal LKS. 
b) Keuntungan LKS yang disisihkan. 
c) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS 

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaianya dilakukan melalui Badan Administrasi Syari‟ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
5. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
 

Menurut uraian di atas tidak adanya larangan dalam suatu perjanjian utang piutang apabila tidak melanggar hukum dan sesuai aturan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional tidak melarang adanya suatu perjanjian utang piutang, apabila memenuhi syarat dan tidak melanggar aturan menurut syara‟ maka praktik utang piutang diperbolehkan. 
Dalam utang-piutang terkandung sifat tolong menolong, berlemah lembut kepada manusia, mengasihinya, memberikan kemudahan dalam urusan dan memberikan jalan keluar dari duka yang menyelimutinya. Ayat– ayat Al-Qur‟an mengajarkan tentang tata cara dalam mengadakan utang– piutang, sebagaimana yang dijelaskan dalam Qur‟an Surah Al-Baqarah ayat 282.
“ Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 
Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. 
janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. 
(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-baqarah :282)
 
Berdasarkan ayat tersebut, maka pemberian utang kepada orang lain hukumnya sunnah bahkan bisa wajib jika orang yang akan berhutang itu benar-benar memerlukannya. Sebab jika tidak diberikan pinjaman, maka ia bisa terlantar. Hukum memberi utang bisa menjadi haram, jika utang tersebut akan digunakan untuk bermaksiat untuk perjudian, dan lain-lain. Dan hukumnya menjadi makhruh jika benda yang diutangi itu tidak untuk kemaslahatan dan tidak untuk perbuatan maksiat, hutang saja tidak ada keperluan apa-apa. Hal ini berarti ia juga memperbolehkan untuk orang yang berhutang dan tidak menganggapnya ia sebagai yang makruh karena ia mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dengan upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sedia kala. 
3. Rukun dan syarat utang piutang 
Dari pengertian utang piutang di atas, dapat disimpulkan bahwa utang piutang adalah salah satu bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak sebagai subyek, dan suatu barang yang menjadi obyek selanjutnya dapat mengakibatkan adanya perpindahan hak milik dari pihak satu pada pihak lain. Dengan demikian, utang piutang dianggap terjadi apabila sudah diketahui rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun sahnya utang-piutang adalah bahwa rukun utang-piutang itu sama dengan rukun jual beli: 

a. Rukun Utang Piutang 
1. aqid yaitu pihak yang berpiutang terdapat dari pemberi utang (muqrid) dan penerima utang (muqtarid). 
2. Ma‟qud „alayh yaitu barang yang diutangkan. 
3. Sighat yaitu ijab qabul. Yaitu ungkapan ijab dan qabul atau surat persetujuan antara kedua belah pihak akan surat terlaksananya suatu transaksi. 

Demikian pula menurut Ismail Nawawi bahwa rukun utang-piutang ada empat, yaitu: 
1. Orang yang memberi utang. 
2. Orang yang berutang. 
3. Barang yang diutangkan. 
4. Ucapan ijab qabul.

Menurut M.Ali Hasan bahwa rukun utang piutang itu ada tiga, yaitu: 
1. Lafaz (ijab qabul) 
2. Yang berutang dan berpiutang 
3. Barang yang diutangkan.

Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dengan transaksi qardh. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka akad qardh ini menjadi tidak sah. 
1. Rukun Qardh 
a. Orang yang memberi utang. Orang yang memberi utang disyaratkan harus cakap untuk melakukan tindakan hukum (baligh dan berakal) 
b. Orang yang berutang Orang yang berutang disyaratkan harus cakap untuk melakukan tindakan hukum (baligh dan berakal) 
c. Objek atau barang yang diuntungkan Dalam hal ini barang yang diuntungkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah atau nilainya, sehingga pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan karena harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima. 
d. Lafadh (ijab dan qabul) Lafadh (ijab dan qobul) adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan pihak yang berhutang yang dibuat dalam bentuk lisan maupun tulisan.
Dari pendapat-pendapat di atas pada dasarnya sama, dan tiap-tiap unsur atau rukun tersebut harus memenuhi beberapa syarat: 
a. Berakal 
b. Atas kehendak sendiri (tidak ada paksaan ) 
c. Bukan untuk memboros 
d. Dewasa dalam hal baligh 
2. Syarat utang piutang 
· Aqid (dua belah pihak yang berakad)
a) Baligh yaitu dapat bertindak hukum artinya berakal sehat atau merdeka. 
b) Muqaridh yaitu pihak yang memiliki kebebasan dan kekuasaan untuk melakukan akad tabbarru‟ artinya harta yang diutang merupakan milik sendiri. Pendapat ulama syafi‟ah ahliyah (kecakapan dan kepantasan) pada akad qaradh harus dengan kerelaan bukan dengan paksaan. Menurut ulama hanabillah untuk pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim itu dan nazhir (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf.
· Mauqud‟ alaih (objek utang) 
a) Harta yaitu harta yang dapat ditakar, harta yang dapat ditimbang, harta yang diukur dan harta yang dapat di hitung yang diungkapkan adalah mal misliyat. 
b) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta dapat ditukar, ditimbang dan dihutang, atas dasar ini tidak diperbolehkannya mengutangkan manfaat (jasa) 
c) Al-qubad atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima. Karena didalam akad qaradh ada tabarru‟ tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima. 
d) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi orang yang menguntangkan (muqridh) 
e) Orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga yang sama. Artinya menjadi tanggung jawab orang yang berhutang. 
f) Barang itu bernilai harta dan boleh dipergunakan dalam Islam. 
g) Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadar dan sifatnya. 
h) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu. 
· Ijab dan Qabul (sighat al-aqd) 
Akad qardh dinyatakan sah dengan adanya ijab dan Qabul berupa lafal qardh. Akad qardh yang dimaksud adalah untuk saling tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan semata. Karena di dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak yang memberi utang atau orang yang menghutangkan. 
Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran maka hukumnya haram dan termasuk riba. Selain syarat-syarat di atas, perlu diketahui juga bentuk dari barang yang akan dihutangkan, walaupun sebenarnya di dalam Islam tidak ada larangan dalam menghutangkan barang. Maksudnya mengetahui barang tersebut yaitu sesui dengan jangka waktu pembayaran. Selanjutnya pada lafazh, ijab qabul maksud yaitu ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak dari kedua belah pihak.
D. Pinjaman Dengan Jaminan Dalam Islam 
1. Pengertian Al-Rahn 

Dalam fiqih muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan barang jaminan yang disebut ar-rahn, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang.
Gadai menurut bahasa Arab adalah rahn yang artinya tetap dan lestari, dan dinamakan juga al-hasbu artinya penahanan. 
Seperti dikatakan “ Ni‟matun Rahinah” yang artinya karunia yang tetap dan lestari.
 Secara bahasa kata ar-rahn berarti “ menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikut utang” dan ada pula yang menjelaskan bahwa` rahn adalah terkurung atau terjerat.

Rahn secara etimologi berarti kata tetap, kekal dan jaminan, Akad ar-rahn dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Dalam Islam ar-rahn merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa ada beberapa defenisi ar-rahn yang ditemukan para ulama fiqih, ulama malikiyah mendefinisikannya dengan: “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.
 
Secara termologi, rahn yaitu sebagai berikut: 
a. Menurut Sayid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori, rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara‟ sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang dan ia bisa mengambil sebagai dari manfaat barang itu.

b. Menurut fatwa DSN-MUI, rahn adalah menahan barang sebagai jaminan atau utang.
 
c. Menurut Ulama Syafi‟iyah “menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang yang dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang. 
Ulama syafi‟iyah mendefenisikan akad ar-rahn seperti berikut, yaitu menjadikan barang sebagai jaminan utang yang digunakan untuk membayar utang gadai tersebut ketika pihak yang berhutang tidak bisa membayar. Kalimat menjadikan suatu benda “mengandung makna bahwa kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karna itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan. 
d. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjaman oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.
 
e. Menurut Al-Bujairami Rahn adalah menyerahan barang yang dilakukan oleh orang yang berhutang sebagai jaminan atas hutang yang diterima sebagai tanda kepercayaan saat hutang sulit dibayar. 
Secara umum rahn dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahin) tidak dapat ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada rahn adalah uang.Bukan penukar atas barang yang digadaikan. Makna yang hampir mirip tentang rahn ini dikemukakan oleh Ibn Qudamah.Dengan mengutip pendapat ulama hanabilah, Ibn Qudamah mengertikan rahn dengan harta yang dijadikan sebagai harta yang dijadikan harta pembayaran apabila pihak yang berhutang tidak dapat membayar utangnya kepada pihak pemberi pinjaman pengganti bagi pihak yang meminjam uang atau barang.
 

Gadai dalam undang-undang KUH Perdata Pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan perkecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biayabiaya mana harus didahulukan.

Secara umum Rahn dikatagorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (Rahin) kepada penerima gadai (murtahin) tidak dapat ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada rahn adalah uang. Bukan penukar atas barang yang digadaikan. Makna yang hampir mirip tentang rahn ini dikemukakan oleh Ibn Qudamah. 
Dengan menutip pendapat ulama hanabilah, Ibn Qudamah mengartikan rahn dengan harta yang dijadikan sebagai jaminan utang untuk dijadikan sebagai harta yang dijadikan harta pembayaran apabila pihak yang behutang tidak dapat membayar utangnya kepada pihak pemberi pinjaman. Hal ini berarti bahwa rahn dapat dijadikan sebagai alat tukar atau bahkan pengganti bagi pihak meminjam uang atau barang.
 
2. Dasar Hukum Al-Rahn 
Dasar hukum diperbolehkan rahn atas dasar firman Allah, sunnah Rasul dan ijma, antara lain sebagai berikut: 
a.  Al-Quran Dasar hukum diperbolehkan rahn dengan bermuamalah berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah:283 yaitu :
Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). 
Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
(QS. Al-Baqarah: 283).

b. Hadis Yang menjadi landasan hukum atau dasar daripada akad rahn adalah hadis Rasullullah SAW. Yang antara lain diungkapkan sebagai berikut:
Artinya:‟‟ Dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata: bahwasannya Rasullullah SAW membeli makan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya.”

c. Hadis Nabi riwayat Al-Syafi‟I, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi SAW., bersabda :” tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya ,ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”. 
d.  Hadis Nabi riwayat Jam‟ah, kecuali Muslim dan Al-Nasa‟I, Nabi SAW bersabda: tanggungan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan”. 
e.  Ijma: para ulama sepakat membolehkan akad rahn,(al-Zuhaili, alfiqh al-Islami wa Adillatuhu,1985,V:181)
f.  Ijma Ulama Para ulama semua berpendapat, bahwa akad rahn hukumnya mubah (boleh) namun ada yang berpegang pada zahir ayat, yaitu akad rahn hanya diperbolehkan dalam keadaan berpergian saja, seperti paham yang dianut oleh Madhab Zahiri, Mujahid dan al Dhahak Zahiri Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum akad rahn dimaksud, berdasarkan pada kisah nabi Muhammad SAW yang menjaminkan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang. 
Berkaitan dengan perbolehan perjanjian akad rahn ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini jumhur ulama berpendapat maupun pada waktu berpergian berdasarkan kepada Rasullullah SAW dalam hadis di atas.

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Quran dan alHadist itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah menentangkan kebolehannya demikian juga dengan landasan hukumnya. Asy-Syafi‟i mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. 
Jika kriteria tidak berbeda dengan aslinya, maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah akad) rahin dipaksakan untuk menyerah barang (jaminan) untuk dipegang oleh murtahin. Jika jaminan sudah berada ditangan murtahin, orang yang menggadaikan mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan Asy-Syafi‟i yang mengatakan hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/ membahayakan pemegang gadaian.
 

Berdasarkan surat al-baqarah ayat 283, ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ar-rahn boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai (al-qabdh) secara hukum oleh pemberi piutang. 
Maksudnya adalah karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang /dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka setidaknya ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status al-marhun (menjadi angunan utang). Misalnya bila angunan itu sebidang tanah maka dikuasai (al-qabdh) adalah surat tanah maka dikuasai (al-qabdh) adalah surat tanah (sertifikat tanah ).

Kaum muslim juga telah bersepakat (ijma) mengenai diperbolehkannya rahn. Dalam realitas kehidupan masyarakat rahn sangat lazim terjadinya karena dengan berutang menggunakan jaminan akan mempermudah pembayaran utang.

Produk hukum lain yang berbicara tentang rahn adalah Fatwa DSN MUI. Ada tiga Fatwa yang terkait rahn ini, yakni Fatwa DSM –MUI Nomor : 5/ DSN-MUI/III/2002. Tentang rahn, Fatwa DSN – MUI Nomor: 26/DSN-MUI-III/2002 tentang Rahn Emas, FatwaDSM –MUI Nomor :26/DSM-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.
Kaidah FIKIH: pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

3. Rukun dan Syarat-syarat Al-Rahn 
Rukun rahn menurut jumhur ulama ada empat yaitu: 
1) Rahin (orang yang menyerahkan barang jaminan) dan murtahin (orang yang menerima barang jaminan), keduanya disyaratkan cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum ditandai dengan telah tabligh dan berakal. Oleh karena itu akad rahn tidak sah dilakukan oleh orang yang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz, mumayyiz adalah keadaan dimana seseorang belum memasuki usia baligh akan tetapi sudah mampu membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. 
2)  Marhum bih (utang), disyaratkan pertama, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang. Kedua, dilunasi dengan marhum (barang jaminan), dan tiga utang itu pasti dan jelas baik zat dan sifat maupun keadaannya. 
3) Marhun (barang jaminan/agunan). 
Para ulama sepakat bahwa apa disyaratkan pada marhum adalah yang disyaratkan pada jual beli. Adapun syarat-syarat mahrun (barang yang dijadikan jaminan). 
a. Barang jaminan (marhun) itu dapat dijual dan nilainya seimbang dengan utang tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak ada ketika akad seperti burung yang sedang terbang. Karena hal itu tidak dapat melunasi utang dan tidak dapat dijual. 
b. Barang jaminan (marhun) itu bernilai harta, merupakan mal mutaqqawwin (boleh dimanfaatkan menurut syariat). Oleh karena itu tidak sah menggadaikan bangkai, khamar, karena tidak dipandang sebagai harta dan tidak boleh dimanfaatkan menurut Islam.
c. Barang Jaminan (Mahrun) itu jelas dan tentu 
d. Barang Jaminana (marhun) milik sah orang yang beruntung dan berada dalam kekuasaannya. 
Menurut ulama Hanafiyah syarat marhun harus milik rahin bukan syarat sah akad rahn, akan tetapi syarat berlaku efektifnya akad rahn.

a. Barang Jaminan (marhun) tidak terkait dengan milik orang lain.

b. Barang jaminan (marhun) harus dapat dipilih artinya tidak terkait dengan hak orang lain, misalnya harta berserikat, harta pinjaman, harta titipan, dan sebagainya. 
c. Barang Jaminan (marhun) itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran beberapa tempat serta serta tidak terpisah dari pokoknya, seperti tidak sah menggadaikan setengah rumah pada satu rumah atau seperempat mobil dari satu buah mobil. 
d. Barang jaminan (marhun) itu dapat diserah terimakan, tidak materinya maupun manfaatnya. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka surat jaminan tanah dan surat-surat rumah dipegang oleh pemberi utang diserahkan kepada pemegang jaminan (murtahin). 
4) Sighat, akad disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa apabila akad rahn dibarangi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sementara akad menyerahkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar maka akad rahn diperpanjang satu bulan atau pemberi utang menyerahkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. 
Menurut ulama Hanafiah rukun rahn adalah ijab dan qabul dari rahin dan al-murtahin, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam rahn tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Adapun menurut ulama Hanabilah, Malikiyah dan Syafi‟iyah menyatakan bilamana syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat itu diperolehkan. Akan tetapi, apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat rahn, maka syaratnya batal.

Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan rahn satu bulan dan pembolehan pemanfaatan), merupakan syarat yang tidak sesuai dengan tabiat rahn, karena syarat tersebut batal. 
a. Syarat kesempurnaan 
Adapun syarat sempurnanya akad rahn yaitu syarat penyerahan marhun (agunan). Apabila agunan telah diterima oleh murtahin kemudian utang sudah diterima oleh rahin, maka akan rahn bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Syarat terakhir yang merupakan kesempurnaan rahn, yakni penyerahan barang jaminan (qabadh al-marhun), artinya barang jaminan dikuasai secara hukum oleh murtahin. 
Syarat ini menjadi sangat penting sebagaimana dinyatakan oleh Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 283 

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. 
 Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
 Para ulama berselisih pendapat masalah serah terima barang jamianan. Terdapat dua ulama berselisih pendapat dalam hal ini, yaitu jumhur ulama berpendapat, al-qabadh (serah terima) bukan syarat sahnya akad rahn, akan tetapi ia adalah syarat luzum akad rahn. Maka rahn itu belum mengikat kecuali terjadinya serah terima benda yang digadaikan. 

Pendapat ini berdasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 283. Sementara itu, ulama Malikiyah berpendapat tidak sempurna akad rahn kecuali dengan adanya serah terima (alqabadh) barang yang digadaikan. Oleh karena itu al-qabadh merupakan syarat kesempurnaan akad rahn, bukan syarat sah atau syarat luzum. Ulama Malikiyah menganggap bahwa marhun tidak harus diserah terima secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum. 
Disyaratkan dalam Al-Rahn sebagai berikut: 
1) Syarat yang berhubungan dengan transaktor (orang yang bertransaksi) 
2) Syarat yang berhubungan dengan Al-Marhun (barang gadai) 
3) Syarat berhubungan dengan Al-Marhun bihi (hutang).
4. Dampak dari Rahn
Jika akad rahn telah sempurna, yakni rahin menyerahkan borg kepada murtahin, maka terjadilah beberapa dampak yaitu: 
a. Adanya utang untuk rahin 
b. Hak untuk menguasai borg Menurut ulama Hanafiyah, keberlangsungan akad pada rahn bergantungan pada borg yang dipegang murtahin, sedangkan menurut ulama Syafi‟iyah penguasaan borg semata-mata sebagai penolong untuk membayar utang rahin. 
c. Menjaga barang gadaian Ulama hanafi‟yah berpendapat bahwa murtahin harus menjaga borg sebagaimana menjaga barang miliknya, jika rusak atas kelalaian murtahin, ia harus bertanggung jawab untuk memperbaiki atau menggantinya.
d. Pembiayaan atas borg Ulama Hanafiyah sepakat bahwa rahin berkewajiban membiayai atau mengurus rahin, menurut ulama Hanabilah, Syafi‟iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa rahin bertanggung jawab atas pembiayaan borg. 
e. Pemanfaatan rahn Jumhur ulama selain Syafi‟Iyah melarang rahin untuk memanfaatkan borg, ulama Syafi‟iyah membolehkannya sejauh tidak memudarkan murtahin. Fuqoha lain berpendapat, apabila barang gadai itu berupa hewan, maka penerima gadai boleh mengambil air susu dan menungganginya dalam kadar yang seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan kepadanya.
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